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BUPATILUWUUTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR 5 TAHUN 2009 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UT ARA, 

Menirnbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu diatur Tata 
Cara Pemberian Hibah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemberian Hibah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5). 

Memperhatikan 

Menetapkan 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2677 /SJ tanggal 08 
November 2008 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN HlBAH. 

Pasal 1 

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam 
bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah 
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi 
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 

Pasal 2 

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 3 

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa 
dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah. 

(2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
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(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainya bertujuan untuk menunjang 
peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar 
umum. 

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan 
untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan 
daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalarn Negeri dan 
Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. 

Pasal 5 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 bersifat bantuan 
yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta 
harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalarn 
naskah perjanjian hibah daerah. 

(2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus dan tidak mengikat 
diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya 
tergantung kepada kemarnpuan keuangan daerah dan kebutuhan 
atas kegiatan tersebut dalarn menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

(3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian 
hibah dan jumlah uang yang dihibahkan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah. 

Diundangkan di Masarnba 
pada tanggal, 5 J•nu•ri 2009 

Ditetapkan di Masarnba, 
pada tanggal, 5 J•nu•ri 2009 

BUPATI, 
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA, 

/�¥ 
H.A. CHAERUL PANGERANG 
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BERITA DAERAHKABUPATEN LUWUUTARATAHUN 2009NOMOR: 5 
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